
KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMORKXP. 79B /M.PPN/HK/1o /2O2O
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN MNNTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.87 /M.PPN/HK/07 /2077

TENTANG

PENGANGKATAN PUABAT PENANDA TANGAN DIPA/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Mohri Ptnncanun Pembangunan NasionaU

&ph Mrn Penncanaan Pembangunan Nasional

bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteli Pelencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nonror KEP.87IM.PPN/HK/ 07 / 2017 tentanS
Pengarrgkatan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna
Ar.rggaran Kourite Nasional Keuangarr Syaliah Kenrenteriarr
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Penrbangrrnan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonor
KEP. 1 24lM.PPN / HK/ 06 / 2079;

bahwa Ir. Banrbang Prijanrbodo, 114q, telah memasuki rrusa pensiun
pada tangal I Oktober 2O2O sehingga perlu segerz ditetapkan
Pejabat Penanda Tan8an DIPA/Kuasa Pengguna An88ararl Kolllite
Nasional Keuangan Syariah Kententeriatr Peretrcanaan Perrrbangntratr

Nasional/Badan Perencanaan Pembangurrarr Nasional ;

bahwa dalam langka meningkatkan efektifitas dan etisiensi
pelaksanaan tugas Kornite Nasional KeuanSan Syariah Kementetiau
Perencanaan Pemban5ur.un Nasional/Badan Pereltcanaalt
Penrbarrgunan Nasional, pcrlu cliubah Pejabat Petrauda Tangatt
DIPA/Kuasa Penpguna An&4aran l(omite Nasiotral Keuangan Syariah
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Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Petencanaan Pembangunan Nasional;

bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan ini
dianggap mampu d,an memenuhi persyatatan sebagai Pejabat
Penanda Tangan DIPA/Kuasa PenSguna Anggaran Komite Nasional
Keuangan Syariah Kementerian Percncanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pen'tbangunan Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undan8 Nomor 2O Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan
lr-nrbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

Peratnran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang, Tata Cata
Pelaksanaan Anggatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peratulan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah
denSan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2076;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentan1 Pengadaan
B ar angfi asa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penatnan Tugas

dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode
Tahun2079-2024;

Perafilran Presiden Nomor 68 Tahun 2079 tentang Organisasi
Kementerian NeSara;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2076
tentanS Perenc anaan, Pelaksanaan, Pelapotan, Pemantauan dan
Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Penrbangunan Nasional Nomor 9 Tahun 201,9

tenlan1 Otganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasiona[/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 10 Tahun 2019;

11.Keputusan...



1i. Keputusan Menteri Percncanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Petencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP.87IM.PPN/HK/ 07 / 2077 tentang Pengangkatan Pejabat
Penanda Tangan DIPA/Kuasa PenSSuna Anggaran Komite Nasional
Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
KEP. 1 24IM.PPN / HK/ 06 / 20 79;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MIN'ITRI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPAI/. BADAN PERENCANAAN
PIMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KNP.87IM.PPN,/HWO7/2077
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN DIPA/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
KEMENTTRJAN PERDNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Memberhentikan:

Nama : lr. Barnbang Prijambodo, MA

Jabatan : Deputi Bidang Ekonomi

NIP : 19600930 198811 1001

Gol. : lY/e

Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pengguna Anggaran Komite
Nasional KeuanSan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MenSan8kat:

Nanla : Dr. Onny Noyorono, MIA, MA

Jabat^n : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN

NIP : 19640104 198811 1003

Gol. : lY/c

Sebagai Pejabat Penanda Tangan DIPA/ Kuasa Pengguna Anggaran Komite
Nasional Keuarrgan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pejabat Penanda Tangan DIPA/Kuasa Pen88una Anggaran Komite
Nasional Keuangan Syariah Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan .. .

Menetapkan :

PERTAMA :

KIDUA :

KE"IIGA :
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KEEMPAT

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA, bertugas dan berwenangl

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan ?ejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penguji dan
Penandatangan Surat Perintah Membayarl

c. menetapkan panitia/ pejabat yang terllbat dalam pelaksanaan
kegtatan dan anggaran;

d. menetapkan rencana pe,laksanaan kegiatan dan rencana pencairan
dana;

e. rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran an9garan
Belanja NeSara;

f. melakukan pengujian taglhan dan perintah pen'tbayatan atas beban
anSSaran neSata;

g. memberikan supervise, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan
kegiatan dan anggaran;

h. nrengawasi penatatsahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan
dengan pelaksa naan kegiatan dan anggaranl

i. nrenyrrsun laporan keuangan dan kinerja seusai dengan ketentuan
per attat an perundang- undanganl

j. melaksanakan tuSas dan kewenangan latnnya sesuai denSan
ketentuan peraturan perundang-und angan; dan

k. melaksanakan tuSas lainnya yang ditugaskan oleh Menteri
Perencanaan Penrbangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional selaku Penggun a Anggaran.

Sebagai tanda pengesahan, pada l,ampiran Keputusan ini dicantumkan
tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan
bahwa tanda tangan dan paraf ttdak sah, apablla tidak sesuai dengan yang
tercanttrm dalam l,ampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
lan1gal 7 Oktober 2O20.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanSSal 2 Oktober 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAtr&

SUHARSO MONOARIA

Tembusan .. .

KELIMA
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Tenrbusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jender al Anggaran, Kementerian Keuanganl

3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris UtamaBappenas;
5. Inspektur Utama,Bappenas;
6. Kepala Biro Perencar.aan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.



SPESIMXN TANDA TANGAN DAN PARAT

PqIABAT PENANDA TANGAN DIPA/KUASA PENGGUNA ANCGARAN
KOMITE NASIONAI, KXUANGAN SYARIAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

LAMPIRAN
IGPUTUSAN MENTERI PPN/
IGPAI-A BAPPENAS

NOMOR KEP. 79B /M.PPN,/HW t0 /2O2O
TANGGAL 2 OKTOBM 2O2O

t[
MENTTRI PERNNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARIA

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN

Dr. Onny Noyorono, MIA, MA

NrP 19640104 198811 1 003

Gol IV/c

Nama TandaTangan Paraf


